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BAEB I
PENDAHULUAN

A. Alassan Pemilihan Judul

Masalah kewarisan seringkali dapat menimbulkan
suatu persengketaan vyang sangsat besar. Apalagi . .Ka
masalah tersebut tidak dapat diselesaikan Secarsa
kekeluargaan dapat dipastikan berakhirnya akan melaiui

persidangan di muka pengadilan.

Mengapa demikian ? Jawabannya adalah bahwa di
dalam hal kewarisan tersebut terdapat beberapa unsur
vang dapat menyebsbkan timbulnya suatu persengketaan .
yvaitu adanya subyek dan obyek di dalsm pewarisan itu

sendiri.

Pewarisan adalah soal apakah dan bagaimana
perbagai hak dan kewajiban tentang kekayasn seseorang
pada waktu ia meninggal dunia skan beralih kepsada orang

lain vang masih hidup.lj

Di dalsm wuraian pengertian tentang pewsrisan
tersebut, terkandung 3 (tiga) unsur. Unsur-unsur

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia.
7 Hartas kekavaan atau harta peninggalan, baik vang

berupa hak maupun kewajiban.

1) Wirjono Projodikoro, Pokok-Pokok Hukum Waris,

Sumur, Bandung, Th. 1888, hal. 8.

3. Ahli Waris, yaitu orang lain yang masih hidup yang
mempunyai hak dan kewajiban atas harta peninggalan

tersebut.

Unsur pertama dan unsur ketiga adalah sebagai
subvek hukumnysa, sedangkan unsur yang kedua sebagail

obyek hukumnya.

Subyek yang seringkali dapat menimbulkan adanya

persengketaan adalah ahli waris. Karena merekalah yang
menjadi tempat peralihan daripada hak dan kewajiban
tersebut, sedsngksn si pewaris telah meninggal dunia,
sehingga ia tidak lagi mengurusi hal-hal tersebut. Dan
obveknya pun seringkali menyebabkan timbulnya per-

sengketasn tersebut,

Persengketsan vang timbul yang disebabkan oleh

ahli waris kemungkinasn ksrens adanys dua hal, vasitu:

1. Tidak ditemukannva atasu tidak diketahuinyva ahli
waris.

2. Sikap =8hll waris yang timbul karena adanya rasa
tidesk puas terhadap hasil pembagian dari harta

peninggalan tersebut.

Sedangkan obyek atau harta peninggalan sering
menimbulkan persenghketaan adalah karena di dalam harta
peninggalan tersebut selain mengandung unsur hak Jjuga
terdapat unsur kewajiban, dimana unsur kewajiban
tersebut bisa jadi lebih besar daripada unsur haknya,
sehinggs dapat menimbulkan kerugian bagi si penerimanya

atau =ahli warisnyas. Oleh karens itu terkadang ahli




atau ahli warisnya. Oleh karena itu terkadang ahlil
waris menentukan sikap tidak mau menerima atau menoclak
atas harta peninggalan tersebut. Dengan adanya beberapa
zikap tersebut. maka dapat menimbulkan adanya harta

peninggalan tidak terurus.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ditentukan di dalam pasal 11Z6nva sebagai berikut:

"Jika suatu warisan terbuka, tliada seorang vyang
menuntutnva, ataupun apablila semua waris yang

terkenal menolaknva, maka  dianggaplah warisan

itu sebagai tidak terurus”.

Kemudian ~ terhadap harta = peninggalan @ tidak
terurus teraebut. selanjutnva ditentukan di dalam pasal
berikutnya, yaitu pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum
Ferdata bahwa ©Ealai harta peninggalan demni hukum
ditugaskan manjalankan pengurusan atas setiap warisan
vang tidak | terurus,  tidak peduli apakah harta
~eninggalan mencukupi ataupun tidak mencukupi untuk
relunasi hutang-hutang di meninggal dunia. Balai itu
diwajibkan., pada waktu mulal pengurusan tersebut mem-
beritahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala

Kejak=sanaan Negeri.

Selain melakukan pengurusan terhadap harta

peninggalan tersebut, Balai Harta Peninggalan (Wees-

lkamer) jusa diwajibkan melakukan pemanggilan kepada

para ahli waris vang mungkin ada dengan panggilan-



panggilan umum yvang dimuat dalam surat-surat dan lain-

lain cara yang dianggapnya lalz.lfsﬁ]-:.zlI

Selanjutnya adalah Jika 1lewat tiga tahun
terhitung mulai terbukanva warisan belum Jjuga ada
seorang warls yang tampil ke muka atau melaporkan diri,
maka Weegkamer akan melakukan pertanggungan Jawab
tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada

Nnegara. 3)

Kemudian hak negara untuk menguasal harta pen-

inggalan tidak terurus  tersebut, gebagaimana telah

ditentukan di’ dalam pasal 1129 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata sebagai bepikut:

"Jika setelah lewat waktunya tigs tahun, ter-
hitung mulai terbukanya wariszan, tidak seorang
warispun memajukan diri, meka perhituﬁgan pe-
nutup harus dilakukan kepada negara, sedangkap
negara akan berkuasa ssmentara ménsguasai harta

peninggalannya’ .

Sedangkan mengenai berapa lama batas waktu
negara berhak melakukan penguasaan terhadap harta
reninggalan tak terurus tersebut ternyata tidak di-
tentukan dan tidak dinvatakan secara jelas dan tegas di

dalam pasal tersebut.

2)  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVI.
Intermasa, Jakarta, Th. 1982, hal. 121.

3) Ibid., hal. 121.



Berdasarken uraian tersebut di atas, maka
penulls bermaksud untuk mengambilnya sebagal sebuah
Judul skripsi, yaitu "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL
1129 KITAB UNDANG-UNDANG HUEUM PERDATA TENTANG BATAS
WAKTU PENGUASAAN NEGARA TERHADAP HARTA PENINGGALAN TAK
TERURUS™.

Perumusan Masalah

Di dalam penullsan skripsi ini penulis dapat

merumuskan permasalahan sebagal berikut:

1. Mengapa timbul harta peninggalan tak terurus 7
2. Bagaimana Undang—-undang mengatur tentang harta

peninggalan tersebut 7

3. Bagalmana tinjsuan yuridis terhadap pasal 1129 Kitab
Undang-Undang  Hukum Perdata tentang batas waktu
penguasaan Negara terhadap Harta Peninggalan tak

terurus 7

4, Sampal dimanakah negara berperan dalam penguasaan

harta peninggalan tak terurus tersebut 7

Pembatasan Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya
membatasi pada masalah-masalah yang ada hubungannya

dengan Judul skripsi, yvaltu mengenai:

1. Pengertian harta peninggalan tak terurus dan faktor-

faktor yvang menimbulkannya.




7. Bagaimana undang-undang mengatur tentang harta

peninggalan tersebut.

3. Dan bagaimana peran negara dalam menguasai harta

peninggalan tersebut.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan untuk

dalam

melakukan penelitian senulizan  akripsi ini,

e
=

adalah:

istematika Skripsi

Di dalam penulisan skripsi ini, panulislbaruaaha
menvampaikan dalam susunan Vang sistematis, yaitu

sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul

B. Perumusan Masalah



C.
D.

E.

Pembatasan Masalah

Tujuan Penelitian

Sistematika Skripsi

2AB II. LANDASAN TEORI

A.
B.
C.

Pengertian Harta Peninggalan

Bentuk-bentuk Harta Peninggalan

Harta Peninggalan tak Terurus dan Faktor-
Faktor yvang menimbulkannva

adanyva Harta peninggalan

BAE V. PENUTUP

A.
B.

Kesimpulan

Saran-saran

LA P IRAN-LAMPIRAN

DAZTAR PUSTAKA



BAEBR I1T
LANDASAN TEORT

A. Pengertian Harta Peninggalan

Pengertian harta peninggalan dapat kita ketahuil

dari dua (2) segi, yaitu:

1. Dari Segi Bahasa

FEalimat harta peninggalan sdalah sustu hasil gabung-
an dari dua kata, yaitu harta dan peninggalan.
Harta, adalah barang-barang (uang, dsb.) ysng men-

Jjadi kekayaanil)

Sedangkan peninggalan, adalsh barang-barang warisan

dari saseorang vang neningial.Z)

Jadi pengertian harta peninggalan, =adalah barang-
barangd (pang, dsb.) vangd menjadi kekaysan vyang
merupakan wWarisan dari seseorang vyang meninggal

dunis.

2. Dari Segi Istilab

Di dalam hukum waris istilah harts peninggslan

disebut jugs dengan istilah warisan.

L) Departemen Pendidikan dan Kebudayssn, Ksgus

Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Th. 19908,
hal. 228.

2) 1bid., hal. 229.



Warisan, adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva
dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada

para ahli wuris.a}

Kompleks aktiva dan pasiva vang menjadi milik ber-
sama beberapas orang ahli waris tersebut disebut

dengan boedel.Q}

B.Bentuk-Bentuk Harta Peninggalan

Sedangkan mengenzi bentuk-bentuk harta pening-
galan, sebagasimana dijelaskan di dalam pengertian harta
peninggalan atau warisan itu sendiri, Di dalam penger-
tian tersebut di atas, bahwa harta peninggalan atau
warisan itu adsalah kekayaan baik vang berupa aktiva

maupun yvang berupa pasiva.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengensi apa vyang
dimaksud dengan aktiva dan pasiva tersebut, maka penu-
lis perlu memberikan uraian tentang pengertian kedua

hal tersebut.

Aktiva, adalah sejumlah benda yang nyata ada dan atau
berupa tagihan/ piutang kepasds pihak ketigs.
Selain itu aktiva dapat pula berupa hak immate-

rial (hak cipta dan sebagainya}.ﬂ}

3) J, Smtrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung., Th.
1992, hal. 8.

4} Ipid., hal. 8.

2) Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hubkum Waris,
Ghalia Indonesia, Jakarta, Th. 1388, hal. 29.
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Ketentuan mengenai aktiva tersebut, ditegaskan
di dalam EKitab undang-Undang Hukum Perdata di dalam

pasal B833nya yang menentukan sebagai berikut:

"S5ekalian ahli waris dengan sendirinya karens
hukum memperoleh hak milik atas barang segala

hak dan segala piutang si vang meninggal”

Sedangkan mengenai pengertian pasiva, adalah
sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak

ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang

lain dan sebagainra}.ﬁ)

Dan mengenai kewajiban-kewajiban tersebut Jjuga
ditegaskan di dalam pasal 1100 FKitab Undang-Undang

Hukum FPerdata yang menentukan sebagai berihut:

"Para waris vang telah menerima suatu warisan
diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah
wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang
seimbang dengan apa vang diterima  masing-nasing

dari warisan™.

Ditentukan Jjuga di dalam pasal 11801 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, vaitu sebagai berikut:
"Kewajiban melakukan pembayvaran tersebut dipikul
secara perseorangan, dan masing-masing menurut
jumlah besar bagiannva, satu dan lain dengan

tidak mengurangi hak-hak berpiutang atas seluruh

6) Ibpid., hal. 29.



171

harta peninggalan selama harta itu belum dibagi
dan tidak mengurangi pula hak-hak para ber-

piutang hipotik™.

Harta PFPeninggalan tak Terurus dan Faktor-Faktor ysng

Nenimbulkannya

Sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1126 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“"Jika suatu warisan terbuka, tiada seorang vang
menuntutnya, ataupun spabila semua waris yang
terkenal menolaknya, maks dianggaplah warisan

.itu sebagai tak terurus’.

Berdesarkan pernyatzan hketentuan tersebut di
atas, maka harta peninggalan yeng dapat dinvatakan
sebagal harts peninggalan yang tak terurus adalah
apabila saat jatuhnya kekaysan sebagai warisan, namun
ternyata tidak ada seorangpun yang ada untuk mengakui
haknya atau tidak diketahui atsupun shli waris ada atau

diketahui namun semua menolaknya.

Jika kita amati pernyataan ketentuan tersebut di
atas, selain ketentuan tersebut menegaskan tentang apa
vang dimaksud dengan harta peninggalan tak terurus,
ternyata di dalam ketentusn tersebut terkandung be-
berapa hal yang dapat disebut sebagai faktor/ penyebab

timbulnya harts peninggaslan tak terurus.



1.2

Sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan
tersebut di atas, bahwa warisan dianggap sebagal tak
terurus apablla pada saat terbukanya, ternyata tidak
ada vang menuntutnva atau semua ahli waris menolaknya,
maka dapat digarisbawahi, bahwa faktor-faktor yang

dapat menimbulkan suatu harta peninggalan sebagai harta

=2ninggalan tak terurus adalah:

1. Tidak adanva ahli waris (tidak diketahui)

Z. Ahli waris diketahui tetapi eemuanya menolak.

Ad. 1. Tidak adanya ahlf waris (tidak diketahui)

Apabila ahli waris tidak diketahui saat
warisan itu terbuka, maka pengurusan terhadap
harta peninggalan tersebut dilakukan oleh Balai
Harta Peninggalan. Hal ini sebagaimana ditentu-
kan di dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

"Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat
tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada
seorang wakil, guna mewakili dirinya dan
mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak menga-
tur urusan-urusan ‘dan kepentingan-kepentingan
itu, atau pun, Jika pemberian kuasa kepada
wakilnya tidak berlaku lagi, maka Jika ada

alasan-alasan yang mendesak guna mengurus se-

luruh atau sebagian harta kekayaannya itu, atau
Euna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadil-

an Negeri tempat tinggal si yang tak hadir atas
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Fermintaan mereks yang berkepentingan, ata: atasg
tuntutan jawatan kejaksaan. harus memerinvankan
kepada Balai Harta Peninggalan, supava mengurus
seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepen-

tingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-

hak si yang tak hadip dan mewakili dirinya".

Namun apabila masih dimungkinkan ahli
warisnva diketahui, maka Balai Peninggalan
diwajibkan untuk melakukan ranggilan kepada ahli
waris tersebut, baik melalui surat kabar-surat
kabar atau media lainnya vang sekiranva mudah

diketahui oleh ahli waris tersabut.

Sebagaimana pula telah ditentukan di
dalam Undang-undang, yaitu pasal 1128 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

"Balai diwajibkan dengan memasang panggilan-
panggilan ‘dalam surat kabar-surat kabar umnum:
atau dengan menjalankan pangegilan-panggilan yang

berguna untuk mengusut para waris",

Kemudtan—spabila  telali  Tewat waktu 3
(tiga) tahun, tidak ada Juga para ahli waris
vang menampakkan diri, maka harta peninggalan

akan dikuasai negara.

Uraian ter'sebut sebagaimana pula ditcitu-
kan di dalam ketentuan undang-undang, vaitu
pasal 1129 Kitab Undang-Undang Hukum Pe. data

sebagail berikut:



Ad.
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"Jika setelah lewatnya waktu tiga tahun,
terhitung mulai terbukanya warisan, tidak
seorang warispun memajukan diri naka
perhitungan penutup harus dilakukan
kepada negara, sedangkan negara akan
berkuasa sementara menguasai harta

peninggalannya” .

Ahli waris semus menolak

Apebila kita melihat pengertian daripada
harta peninggalan, maka dapat memberikan dua
kemungkinan bagi psara ahli warisnva. Kemungkinan

tersebut adalah:

5. MHemberikan keuntungan.

b. Mendatangkan kerugian.

Ad, a. Apabila kemungkinan tersebut memberikan
keuntungan tentu tidak akan menimbulkan
permsalahan. HNamun apabila kemungkinan
tersebut mendatangkan kerugian bagi para
ahli warisnya maka jelas akan menimbulkan
suatu permasalahan. Maka dalam keadaan
tersebut para ahli waris diberi hak untuk
berfikir terlebih dahulu. maksudnya, agar
mereka dapat menyelidiki terlebih dahulu
segala hal ihwal yang menyangkut harts

peninggalan tadi.
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Hal tersebut ditegasksn di dalsm pasal
1823 EKitsb Undang-Undang Hukum Perdata wvang

menentukan sebagsi berikut:

a

“Semua orsng vang memperoleh hak satas warisan,
dan ingin menvelidiki keadsan harts peninggsalan,
BEAT supaya mereks dspat mempertimbangkan,
apakah akan bermanfsat bagi mereka, untuk mene-
rima warisan itu secarsa murni, atau dengan hak
istimewa untuk mengadakarn pendaftarsn harta
peninggalan  atau  pula untuk menolaknys, mem-
punyai hak urtuk memikir. dan tentang itu mereksa
harus melakukan suatu pernyvataan di kepaniteraan
Pengadilsn Hegeri, vang di dalam Hilavahnva
telsh Jstuh meluang waris tersebut: pernyataan
mans | aken dibukuksn dalam suatu - register vyang

disediskan untuk itu®,

Sebagaimana pula ditentukan dalsm pasal
1824 Kitab Undang-Undang Hukum Perdats, adslah

sebagei berikut:

"Kepada ahli waris yang bersangkutan diberikan
suatu jangks waktn selsms empat bulan, terhitung
mulai hari tanggal pernyatasn yang diperbuat
tersebut, untuk menyuruh mengadakan pendaftaran

Lentang harts peninggalannya dan untuk memikir”.

Beberaps ketentuan tersebut memberikan
kesempatan bagi para ahli waris untuk menentukan

sikap baik menerima maupun menolak harta pening-
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galan tersebut,

Setelah adanysa kesempatan berpikir,
apabila ternyata di dalam harts peninggalan
tersebut terdapat unsur yang sekiranya akan
merugikan ahli waris, maks biasanya Sebagian
atau seluruh ahli waris akan menolaknya .
Penegasan penolakan waris dari seorang ahli
waris memiliki akibat hukum yang cukup kompleks,
terutama di dalam hal ihwal kewarisan. Pads
dasarnys penolakan warisan dari secorang ahli
waris sams sekali tidek dapat ditarik kembali.
Undang-undsng menilai penolskan warisan tersebut

dilakukan atas kemauan dan kesadsran sendiri.

Apabila  seorang ahli waris memiliki
alasan  kust untuk menolak warisan, mska hak
untuk melakukan penolakan tersebut tidak dapsat
gugur/ hapus karena lewat waktu. Untuk menjamin
adanya kepastian hukum, maka penolakan warisan
vang dilakukan oleh seorang ahli waris diatur
secara lengkap di dslsm undang-undang. Menurut
undang-undang seseorang sahli waris dapat melaku-
kan penolaksan terhadsap warisan, namun penolakan
tersebut hendaknya dilakukan secara tertulis di

kepaniterssan Pangadilan Hegeri.T}

7 Sudarsono, j i i > BT
fineka Cipta, Jakarta, Th. 1891, hal. 17.
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Ketentuan undang-undang mengenai penolak-
an tersebut sebsgsimana ditegmsskan di dalam
pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

vang menentukan sebsgai berihkut:

"Menolak suatu warisan harus terjadi
secara tegas, dan harus dilskukan dengan
suatu pernyatasan vang dibuat di kepanite-
raan Pengadilan Hegeri, yang dalsm daerah

hukumnya telah terbuka warisan itu".

Dan atas penclakan tersebut, maka seorang

waris dianggap tidsk pernah telah menjadi waris.

Akibat yang Timbul Adanya Harta Peninggalan tak Terurus

Dengan adesnya harta peningdgalan- tak terurus,
maka menimbulkan akibat hukum dalam pengurusannya.
Berkenssan dengan pengurusan terhadsp harta peninggalan
tak terurus tersebut, dalam hal ini ada pendapat vang

mengatakan, bahwa:

"Atas harts peninggalan ysng tak terurus diang-
kat seorang kurator dengan tugas mengurus dan
sejauhmana diperlukan dengan syarat-syarat
tertentu juga melakukan pemilikan, kepada siapa
para kreditur dan para legetaris dapat
berhubungan dan memegsng seluruvhnya untuk orang,
vang masih akan muncul selaku ahli waris dan,
Jika vyang disebut terakhir ini tidak ada, sete-

lah tiga tahun menyerahkan kekayaan itu kepada
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negara".B}

Pengangkatan kurator baru asda artinva apabils
ahli warisnya tidak diketshui, atau orang mengetahui
bahwa tidsk ada ahli waris, karena tidak ads orang vang

dapat ditegur oleh orang yang berkepentingan.EJI

Mengenai tidak diketahuinya ahli waris dapat
disebabkan kerana adanya ketidakpastian mengenai
hubungan-hubungan yang ditinggalkan oleh orang vang
meninggal atau karena tidak diketahui adanya suatu

kehendak terakhir.lﬂ}

Mengenal pengangkatan kurator tersebut, Hoga
Raad menganut ajaran yang umum dalsm teori dan mengakui
adanys kemungkinanm . orang mengangkat kurator untuk
bagian yang tidek diurus dari harta peninggalan. (2
Juni 1861, N.J. 1861, 418).11)

Sedangkan mengenal tugas kurator berhubungan
dengan pengurusan tersebut adalah,  apa vang dalam
keadaan lain biassa dilahkukan oleh ahli waris atan ahli

waris bersama-sama dengan pelaksanaan wasiat. Ia

83 F. Tengker, Hukum Waris, Buku Kedua, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, Th. 1996, hal. 418.

9) M. Isa Arief, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Belanda, Jilid II, Intermasa, Jakar-
ts, Th. 1882, hal. 182.

12) F. Tengker, Loc. Cit.
11 4. 1sa Arief, Op. Cit., hal. 183.
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mengurus dan menyelesaikan. Ia membayar hutang dan
membayarkan hibah wasiat. Ia menagih piutang untuk
memenuhi kewajiban budel dijualnyalah menurut pertim-
bangannya yang sebaik-baiknya bagian-bagian dari harta
reninggalan. Karena la menguasai kekayaan orang lain,

ia  tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugi-

kan. 12)

Kewajiban terhadap harta tersebut. membuat
kurator mesti mengambil tindakan terhadap hilangnya
hak-hak karena berjalannya waktu. Dan kewajiban ter-
akhir kurator adalah memberikan Pertanggungan Jjawab.
Hal teraeb;t mesti dilakukan kepada kreditur dari harta
reninggalan, kepada ahli waris, apabila mereka melapor

ntau kepada negara.ls}

Kurator menguasail Harta peninggalen itu kurang
“ori tiga tahun. Tugas kurator berakhir, apabila
seorang ahli waris ‘datang melapwrf tetapl  Jjuga sudah
saat Dberlakunya tiga tahun sejak terbukanya harta

reninggalan.

Menurut undang-undang, mengenai pengurusan harta
peninggalan tak terurus tersebut ditentukan dalam pasal

1127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

12) Ibid.. hal. 1B4-185.
13) p. Tengker Op.Cit., hal. 423



20

"Balai harta peninggalan demi hukum ditugaskan
menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang
tak terurus, tak peduli apakah harta peninggalan
mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi
utang-utang meninggal. Balai itu diwajibkan,
pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut
memberitahukan hal itu secara tertulis kepada

kepalas Kejaksaan Negeri™.

Jika =8sda perselisihan pendapat tentang suatu
warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atai tidak,
maka pengadilan negeri, atas pemint=zan para vang
berkepentingan atau satas pengusul=sn kejaksaan, akan

memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara.

Kemudian di dalam pasal berikutnya dinyatakan

sebagail beribut:
Balai diwajibkan, setelah menvegel harta peninggalan

jika itu disnggapnya perlu, membuat suatu pendaftaran,

selanjutnya mengurus harta ity dan menyelesaikannya.

Balai itu diwsjibksn, dengan memasang panggilan-
panggilan dalam surat kabar-surat kabar umum, atau
dengan menjalankan panggilan-panggilan lain yang ber-

guna mengusut parsa waris.

Bslsi harus menghadap di maoka Hakim dalam tuntutan
hukum vang telah dimulai terhadap harta peninggalan,
menjalankan atau meneruskan segala hak yang dimiliki si
meninggal dan memberikan perhitungan tentang pengurus-

annva, kepada siapa vang berhsak.
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Dan selanjutnys pula di dalsm pasal berikutnya,
yaitu pasal 1129 Kitab Undang-Undasng Hukum Perdsata

menentuksan sebagsi berikut:

"Jika setelah lewatnys waktu tiga tahun, ter-
hitung mulai hari terbuksnya warisan, tidak
seorang warispun mamajukan diri, maka perhitung-
sn penutup harus dilakukan kepada negara, se-.

dangkan negaraizéggﬁgﬁ kuasa sementara menguasai

{J B1F

&
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BAB IIXI
HETODOLOGI PENELITILIAN

A. Metode Fendekatan

Di dalam membuat karya tulis sudah tentu diper-
lukan beberapa metode, baik dalam hal pendekatannva
maupun dalam hal pengumpulan datanya. Demikian pula
terhadap penyusunan skripsi ini. Di dalam penelitian
ini metode pendekatan yang penulis pergunakan adalah
metode pendekatan yuridis normatif atau pendekstan
yuridis doktrinal, ¥aitno penelitian hukum yang memper-
gunakan sumber data secunder, yaitu dsta-dats terkumpul
diperoleh dari hasil perielitian kepustakaan dan/ atsu

diperleh secara langsung dari nasyarakat.l)

Di dalam penelitian yuridis normatif ini,
diusahakan untuk dapat menemukan apakseh hukum vyang
berlaku sesuai untuk diterapkan secara in concreto.
Sehingga terhadap suatu perkara tertentu dapat ditemu-

kan bunyi peraturan hukumnya.z}

B. Spesifikasi Penelitian

Sedangkan yang menjadi spesifikasi penelitian

dalam penyusunan skripsi ini adalah diskripsi snalisis,

1) Ronny Hanitijo Soemitro,

Hatnda P 18t
Hukun_ﬂﬂnhduxlnnizl Ghalia Indonesia, Jakarta, Th. 1998,

2) Ibid., hal. 22.
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valtu dengan cara mengurailkan beberapa ketentuan vang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan vang
berlaku untuk dihubungkan dengan teori-teori hukum dan
praktek pelaksanaan hukum positif terhadap hal-hal atas
permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan

Judul ini.a}

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yéng sempurna dan valid,
di dalam penvusunan skripai ini, tentunya penulis
~angat memerlukan adanya unsur penunjang, unsur penun-
jang terssbut salah satunya adalah data-data. Untuk
memperoleh data terssbut penulis menggunakan beberapa

metode dalam pengumpulannya.
Adapun metode-metode tersebut adalah:
1. Studi Kepustakaan

Studi kepugtakaan inl ‘untuk. mencari konsepal-
konsepsi, teori=teoriy— pendapat-pendapat ataupun
penemuan-penemuan vang mempunyal hubungan dengan

pokok permasalahan.4’

Dan studi kepustakaan tersebut berupa:

a. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan

perundang-undangan,

3) Ibid., hal. 97-98.
4) Ibid., hal. 97.
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. Data resmi pada instansi pemerintah, yang ada
hubungannya dengan pokok permasalahan.

c. Dan data-data vang didapat darli sumber lain.ﬁj

2. Wawancara

Wawancara ini adalah metode pengumpulan data dengan
melalui prosea interaksi dan komunikasi untuk mem-
peroleh beberapa informasl, yaitu dengan cara ber-

tanya =sscara langsung Kepada nara 3umber.5}

Nara sumber dalem hal.ini adalah instansi pemerintah

vang terkait, yaitu Balai Harta Peninggalan { BHE).

Metode Analisa Data

Setelah semua ~data yang mepupakan hasil darl
usaha dalam kegiatan penelitian terkumpul, maka tindak-
an penulis yang selanjutnya adalah berusaha untuk
melakukan penarikan keaimpulan terhadap beberapa data
vang telah terkumpul tersebut. Dalam kegiatan penarikan
kesimpulan inil penulis mengunakan metode analisis
normatif kualitatif. Metode analisis normatif, yaltu
karena dalam kegiatan penelitian jni penulis dalam
mempercoleh data bertitik tolak pada peraturan perun-

dang-undangan vang berlaku sebagal norma hukum positif.

Ibid.. hal. 8.

B {hid. . hal. B7.
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Sedangkan snsalisis kusalitstif, adalah analisis

data yang bertitik tolak pada ussha-usaha

PENEemuan

asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkap-

sn monografi dari responden. ')

UNISSULA
atllull €00l lolusinela

7) Ibid., hal. 98,




BAEBR IV

HASTIIL. PENELITIAN

Semua data yang penulis uraikan dalam bab ini
adalah hasil penelitian lapangan pada Instansl yang
terkait dengan Judul ilmieh penulis, yvaitu Balai Harta
Peninggalan (BHF), yaitu meliputi:

a. Pengertian Balai Harta Peninggalan;
b. Tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan;
¢. Ruang lingkup kewenangan Balal Harta Peninggalan;

d. Tindakan Balai Harta FPeninggalan / berhubungan dengan

harta peninggalan tak terurus;

il

Batas Waktu Penpgurusan Balai Harta Peninggalan terhadap

Harta Peninggalan tal Terurus.

Ad. a. Pengertian Balai Harts Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah unit pe-
laksanaan penyelenggara hukum di bidang  harta
peninggalan  dan  perwallan dalam lingkungan
Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan ber-
tanggung Jawab langsung kepada Direktur Jenderal
Hukum Perundang-undangan melalui Direktorat Per-

data.

Mengenai pengertian Balai Harta Peninggalan

ini ditetapkan di dalam SK. Menteri Kehakiman
Republik Indonesia nomor M.01PR.07.01-80 th. 1980.



Ad.

b.

27

Tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan

Sebagai unit pelakasana penyelenggaraan
hukum, Balai Harta Peninggalan nenpunyai tugas
vaitu mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang
vang karena hukum atan keputusan hakim tidak dapat
menjalankan  sendiri kepentingannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan mengenai kewenangannya, Balai

Harta Peninggalan mempunyai wewenang dalam hal:

1. Helsksanakan - penyelesaian masalah perwalian,
pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan
vang tidak ads kuasanya dan - lain-lain masalah

yang diatur dalam perudang-undangan.

2. Helaksanakesn penyelesaian pembukuan dan pen-

daftaran surat sesuai dengan perudang -undangan .

3. Helaksanakan penyelasaian masalah kepailitan

sesual dengan perundang-undangan.
Ruang Lingkup Balai Harta Peninggalan

Dengan demikian berdasarkan dari kewenangan
Balai Harta Peninggalan, maka yang menjadi ruang
lingkup kewenangan Balai Harta Peninggalan, adalah
meliputi:
1. Hasalah perwalian,
2. Masalah pengampuan/ kurator,

3. Masalah ketidakhadiran,
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4. Harta peninggalan yang tidak ada kuasanya/ harta
tak terurus,
5. Pengurusan surat wasiat,

6. Masalah kepailitan.

Dasar hukum yang dijadikan dalam pelaksanaan
tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan adalah
sebagaimana ditetapkan di dalam instruksi untuk
Balai Harta Peninggalan di Indonesia Ordonansi
tanggal 5 Oktober 1978, LN 1872 No. 168 vang wmulai

diberlakukan tanggal 1 Juli 1978 .

Di dalam bab I ketentuan umumnya pada pasal

1 yang menyatakan :

"Balai Harta Peninggalan merupakan badan negara
dengan tugas vang didalam Instruksi ini dan dalam
Peraturan perundang-undsngan lainyas (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata pasal 332, 338, 348, 360, 366,
422 dst., 449,452, 483, 937, 042, 1127: Peraturan
pailit 13 d1l.; Peraturan peralihan 41 dst.; L.N.
1872-208 pasal 6; 1886-131; 19900-127, 201 jo B.H.
12117; 1995-347; B.N. 5048).1)

1) A.A. Budijono, Nawancara dengan Petugas Pembim-—
hinE_RiﬁﬂL_ﬁnlni_ﬂnxln_ﬂﬂninﬂﬂnlnﬂ. tanggal 14 Juni 2081
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Ad. d. Balail Harta Peninggalan dan Harta Peninggalan tak

Terurus

cebagaimana telah penulis sampalkan pada
uraian sebelumnya, yaitu bahwa salah satu ruang
lingkup daripada kewenangan Balail Harta
Peninégalan, adalah melaksanakan penveleaaian
mazalah harta peninggalan vang tidak ada kuasanya

atau harta peninggalan tak terurus.

Ketentuan mengenal kewenangan Balai terhadap

harta Peninggalan yang tak terurus ini ditetapkan
di dalam kbab IV Inastruksi untuk Balai.

Segera  setelah Balai Harta  Peninggalan
mendapat berita. tentang terbukanya suatu harta
ﬁeninggalan yang ' tiada seorang yang menuntutnya
atau vyang ditolak oleh para shll warle yang di-
kenal, maka seorang diantara anggota dengan di-
sertai sekretaris, pergi ke rumah kematian untuk
melakukan di tempat 1tu segala sesuatu vang perlu
gesual dengan keadaan.

Hal-hal wyang perlu dilakukan oleh Balai Harta
Peninggalan (Weeskamer) itu meliputi sebagai beri-
kut:

1. Melakukan penyegelan, apabila dianggap perlu;

2

. Melakukan pendaftaran dan pengurusan;

(W]

dan Melakukan penyelesaiannya.
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Ad. 1. Penvegelan

Arabila Balai Harta Peninggalan menganggap
rerlu penyegelan, maka atas permintaannya,
pegawal yang ditugaskan untuk penyegelan,
mengambil tindakan seperlunya, sesuai dengan‘
ketentuan-ketentuan dalam "peraturan acara
perdata untuk Pengadilan Negeri dan Mahkamah

Agung”.

Ad. 2: Pendaftaran dan Pengurusan

Dalam hal pepgurusan ini, Balai harta Pe-
ninggalan. melakukan tindakan berupa pen-
catatan . budel; baik dengan maupun - tanpa
adanyva penyvegelan. tindaksn pencatatan budel

ini dapat dilakukan secars dibawah tangan

Akta pencatat budel selekasnya dibawa ke
Balai Harta Peninggalan, bersama-sama dengan
surat-surat, uang dan surat-surat berharga
lainnva vang berhubungan dengan harta

peninggalan itu.

| Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan
diwajibkan melakukan panggilan-panggilan untuk
mengusut dan waris melalul surat kabar-surat kabar
umum atau dengan cara lain yvang mudah diketahui
oleh para waris. Sekaligus pemanggilan kepada para
debitur/ berpiutang untuk dilakukan

penyelesalannva. Hal ini dilskukan dalam waktu 3
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(tiga) bulan sejak hari terbukanya warisan/ sejak
harta peninggalan tersebut dalam pengurusan Bmlai

Harta Peninggalan.

Dalam hal harta peninggalan tersebut berups
barang-barang bergerak yang tidak dapat disimpan
lama, juga sejauh itu dibutuhkan untuk penyelesaian
budel tersebut, maka barang-barang tersebut akan

dijual,

Sedangkan apabila harta peninggalan tersebut
berupa barang-barang tak bergerak, maka barang-
barang tersebut  hanya boleh dijual sejauh itu
dibutuhkan untuk kepentingan renyelesaian budel

tersebut.

Dan mengenai penjoalan  harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan di dalam pasal B850 Peratur-
an acara perdats di depan Pengadilan Hegeri dan

Mahkamah Agung.

Apabila harta peninggalan itu tidak cukup
untuk membayar semus para piutang, maka hasilnya
dibagi antara mereka, sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengenai hak didahulukan antara para berpiutang.

Daftar pembagian diletakkan di Kantor Balai
Harta Peninggalan dan agar mudah diketahui paras
waris selama jangka waktu yang akan diumumkan dalam

surak kabar resmi.
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Apabila dalam waktu satu bulan setelah lampaunva

tenggang waktu itu tidak ada suatu keberatan ter-

hadap daftar penbagian tersebut, maka pembagian

tersebut dilaksanaksan sesuai dengan pembagisn vyang

ada

Namun apabilas ada keberatan, maka pihak vang ber-
keberatan dipersilahkan untuk meminta suatu

penetapan kepada hakim Pengadilan Negeri di wilavah

hukim warisan terbuka.

Balai Harta Peninggslan mewakili kepentingan
para berpiutang atau penerims-penerims warisan vangd
tidak hadir sesuai dengan ketentuan dslam pasal 483

dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.Z}

Ad. 3. Benvelesaian

Dalam tahap penyelesaisn ini, Balai Harta
Peninggalan melakukan penghitungan penutup.
Dalam hal penghitungan penutup ini Balsi
Harta menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa
Keuangan dengan disertai surat-surat bukti
vang bersangkutan mengenai pengurusan atas

harta peninggalan tak terurus tersebut.

Penghitungan penutup ini dilakukan setiap

tahun selama harta peninggalan tak terurus

2) Ihid., tanggal 21 Juni 2001



tersebut masih dalam pengurusan dan

pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Ad. e. Batas Waktu Pengurusan Balai Harta Peninggalan

terhadap Harta Peninggalan tak Terurus

Batas waktu pengurusan terhadap harta

peninggalan tak terurus adalah selama 30 (tiga

puluh) tahun sejak hari terbukanya warisan.

Batas waktu tersebut adalah didasarkan pada
ketentuan vang diatur di dalam pasal 1055 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan hak
kepada para warie sebelum daluwarsa dengan lewatnya
waktu tiga puluh tahun. Balsi Harta Peninggalan
bertindak sebagail wakil dari para waris yang tidak

hadir untuk =elana waktu tiga puluh tshun tersebut.

Apabilta aebelum tiga puluh tahun tersebut
ternyata ahli waris muncul, maka Balai Harta
Peninggalan harus menyerahkan harta peninggalan

tersebut kepada waris yang berhak menerimanya.

Hal ‘tersebut di atas adalah vang merupakan

batas kementaraan waktu bagi negara untuk menguasail

harta peninggalan tak terurus.

Namun apabila setelah lewat waktu tiga puluh
tahun. ternvata para waris tidak Juga memajukan
diri. maka hereditas ptetio yaitu hak gugat ahli

wariz karens daluwarsa. Dan harta terasebut akan
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menjadi milik negara. Hak pemilikan tersebut adalah
didasarkan pada pasal 1963 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Siapa vang dengan i tikad baik menguasainya sglama
tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan

tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan atas

haknya".

Dan ﬁelanjutnggﬁmggéal 74 Instruksl untuk

Apabila rima balk oleh
Badan ~ atas per-
min itu
menja Thik meg Fan - A fberlaku
tanpa J FfKehakim-
an, . barang-
barang _ }:.lan sajauh
itu merﬁﬁx Efkepada kas
negara. 4 dengan catatan
pada erdata pasal
1128)"

Dan mengenai peran negara dalam pengelolaan
harta  tersebut adalah sebagaimana ditentukan di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3.
vang menvatakan bahwa:
"Bumi dan air dan kekayaan alam vang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
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untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"”. 3)

Bersama ini pula, penulis sertakan sebuah contoh
kasus tentang Harta peninggalan tak terurus, yaitu
berupa surat perintah penyerahan harta kekayaan tak
terurus vyang dikelola Balai Harta Peninggalan
Semarang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum
Umum atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

- Manusia Indone vang bernomor

UNISSULA
meellul)l £ lolusing

3) Ibid., tanggal 11 Juli 2001
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIE INDONESIA
DIREETORAT DENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jakarta, B Mei 2001

Kepada Yth.
c.UH.91.10-91 Sdr. Ketua Balai Harta
2 (dua) lampiran Peninggalan Semarang
Perintah Penyerahan harts Jalan Hanoman No. 25

kekasyaan tak terurus yang 41 separang
dikelola oleh BHP.Semarang

selama 1/3  absd berupa

nang tunai sebesar

Rp. 13.755.855,15 menjadi

milik negara

Sehubungan dengan surat Ssudara tanggal 1 Pebruari
2001 HNomor W9 ,Ca HT.®5.12-57 perihal pengelolaan
harta kekayaan tak terurus oleh BHP Semarang lebih
dari 1/3 abad, dengan ini diperintahkan agar harta
kekayaan tak terurus yang berdasarkan FPenetapan
Pengadilan Hegeri Semarang Homor 458/ Pdt.P/ 2000/
PH. Smg tanggal 22 Januari 2001 yang terdiri dari:

- Kekayasn milik Martinus Brives sebesar Fp.11.328.681,76
- Kekayaan milik R. Smith Kluth sebesar Rp. 1.355.481,86
- Kekayasn milik Rosalina Kluth sebesar Fp. 120.822,71
- Kekayaan milik A.A. Rooden Burgh sebesar Rp. 9rQ . 948,82

Jumlah seluruhnya Rp.13.7565.855,15

(Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu

lima puluh lima rupiah koma lima belas sen)



. Arsip.

- 8dr. Ka Kanwil Departemen Kehakiman

dan HAM RI Jawa Tengah
di Semarang;

. 8dr. Ketua Pengadilan Negeri Semarang

di Semarang;
. Oar. Kepala Kantor Kas Hegara
Semarang

di Semarang;

UNISSULA
‘Euﬂt..g,ylé}aw%ml.@.
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PENETAPAN

Nomor: 458/ Pdt.P/ 29008/ FH.5ng.

DEMI KEADILAN BERDASARKEAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

2008,

Telah membaca surat permohonan tanggal 17 HNopember

vang didaftarkan di Kepaniteraan FPengadilan MNegeri

di Semarang pada tanggal 14 Desenber 2000 tercatat dibawah
nomor: 458/ PDL.P/ 2000/ PH. Smg., yang diajukan oleh:

ANDREAS AVELTUNUS BUDIJONO, BCHEK, NIF 040828590,

jabatan Sekretaris/ Anggota
Teknis Hukum pada Balai Harta
Peninggalan Semarang, alamat
Jalan Hanoman No. 25 Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Balai Harta
Peninggalan Semarang berdasar-
kan Resolusi Balai Harta
Peninggalan Semarang tanggal 3
Juli 2008 Ro. W9.Ca.UN.03.02-
825 sebagai Pemohan;

Surat permohonan tersebut pada pokoknys berisikan

agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan harta kekayaan

tak terurus berupa vnang masing-masing sebessr:

1

MARTINUS BRIVES -------
R. SMITH RLUTH --------
ROSALINA KLUTH -----——-
A.A. ROODEN BURGH -----

Jumlah seluruhnya

Rp. 11.328.601,76
Re. 1.355.481,86
Rp. 120.022,71
Rp . 950 . 948,82
Re. 13.755.055,15

(Tiga belas juta tujuoh ratus lima puluh lima ribuy

lima puluh lima rupiah koma lima belas sen)
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dinyatakan menjadi milik Negara, dan memerintahkan kepada
Balai Harta Peninggalsn untuk segera menyerahkan harta
kekayaan tak terurus tersebut kepada Negara melalui Kas

Hegara;
Fengadilan Hegeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah melihat bukti-buokti vang diajukan Pemohon

dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Adapun bukti-bukti tersebut berupa:

1. Asli surat Resolusi Balai Harta Feninggalan Semarang
Ho. W9.Ca.UH.83.92.825 tanggal 3 Juli 200@ (Pasal 12
Jo 3 Instruksi Balai Harts Peninggalan - stbl.1872-186)

diberi tanda P-1;

2. Foto copy dari foto copy turunan dari akte kematian
(menurut S.1849 HNo. 25) di  Semarang tahun seribu
sembilan ratus empat puluh enam) an. M. Bruve diberi

tands P-2;

3. Foto copy dari foto eopy Boedel besohrij an. Hartinus

Brieve diberi tanda P-3;

4. Foto copy akte kematian an. Johanna Maria Rosalia dari
Tjatatan Sipil (Eropa) Semarang No. 28/ 1943 tanggal
23-6-1956, diberi tanda P-4;

a:; foto copy dari foto copy surat Pengantar dari Balai
Harta Peninggalan ditujukan kepada PBadan Femerikss
Reuangan Jaharta mengenal permohonan persetujuan atas
perhitungan penutup harta Peninggalan yang tidak ter-

urus tahun 1984, tanggal 6-10-1984, Nomor
W3.Ca.HT.85.10-1578 diberi tanda P-5;
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Foto copy daro foto copy sarat Pengantar dari Balai
Harta Peninggalan ditujukan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan di jakarta mengenai permohonan persetujuan
atas perhitungan penutup harta peninggalan vyang tidak
terurus tanggal 1-12-1984, nomor W9.Ca.B.E.B6 diberi

tanda P-6;

Foto copy dari foto copy Surat pengantar dari Balai
Harta Peninggalan ditujukan kepada Badan Pemeriksa
Keuvangan di Jakarta nengenal Permohonan Persetujuan
atas perhitungan Penutup harta peninggalan vyang tidak
terurus tanggal 27-11-1984, nomor W9.Ca.BTH-228 diberi

tanda P-7;

Foto copy Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa

Keuangan R.I. tahun 1998/ 1981, diberi tanda P-8;

Foto copy dari foto copy Surat Pengantar dari Badan
Pemeriksa FKeuangan mengdenai Persetujuan atas Per-
hitungan Penutup harta tidak terurus alm. N. Brive/
Berew, My. Oud Candi, R. Smith Eluth, Rosalina Kluth
dan A.A. Rooden Burgh tanggal 93 Februari 18984, nomor

Wk.BZ/0odit F/I1/1994, diberi tanda P-9;

Foto copy Surat Pengantar dari Balai Harta Peninggalan
kepada Bapak Mentri Hukum dan Perundang-undangan R.I.
melalui Yth. Bapak Direktur Jenderal Hukum dan
Perundang-Undangan Jakarta Selatan tanggal @8-5-2000
Ho.W9.Ca.KU.P4.92-682 mengenai Persetujuan atas per-
hitungan Penutup harta kekayaan pihak ketiga yang
dikelola Balai Harta Peninggalan Semarang lebih dari

1/3 abad, diberi tanda P-18;
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l11. Foto copy Surat Pengantar dari Dep. Hukum dan Per-
undang-undangan R.I. Direktorat Jenderal Hokum dan
Perundang-Undangan tangan 22-6-2000 No, C.Um.21.10-78,
perihal Petunjuk tentang harta kekayaan pihak ke 1III
vang dikelola Balai Harta Peninggalan lebih dari 1/3

abad menjadi milik Megara, diberi tanda P-11;

Bukti-bukti P-1, P-8, P-18, P-11 sesuai dengan aslinya dan
bermaterai cukup, sedangkan bukti £-2, P-3, P-4, P-5, P-8,
P-7, P-9 tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, vyang

kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan tersebut:

Henimbang, baliwa Balai Harta Peninggalan Semarang
telah mengajukan permohonan persetujuan atas perhitungan

penutup kepada Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, yaitu:

a. Dengan surat tanggal 6 Oktober 1884, Nomor: W8. Ca. HT.
85.12-1578 untuk harta kekayaan Matinus Brieve dan R.

Smith Kluth (lampiran bukti P-5);

b. Dengan surat tanggal 1 Desember 1984 Homor: W9. Ca.
B.E-B6 wuntuk harta kekavaan Kluth S3arinah (lampiran

bukti P-6);

c. Dengan surat tanggal 27 Nopember 1984 Nomor: W9.Ca-HT-
228 untuk harta kekayaan A.A. Rooden Brugh (lampiran

bukti P-7);

Menimbang, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
telah mengadakan pemeriksaan perhitungan penutup atas
rengelolaan  budel yang tidak terurus yang telah dikelola
Balai Harta peninggalan Semarang lebih dari 1/3 abad

(lampiran bukti P-8);
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Menimbang, bahwa atas permohonan persetujuan per-
hitungan penutup tersebut telah mendapat persetujuan dari
Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta dengan suratnya tang-
gal @3 Pebruari 1994, Nomor: WR.B2/0dit .F/11/1994 (lampir-
an P=9);

Menimbang, bahwa dengan telah disetujuinya per-
hitungan penutup oleh Badan Pemeriksa Eeuangan tersebut,
Kemudian Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan
kepada Mentri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal Hukum
dan Perundang-Undangan yang terakhir dengan surat tanggal
8 Juni 2000, nomor W9 .Ca.KU,34.092.682 agsr kekayaan vang
telah dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Semarang
lebih dari 1/3 abad dan telah disetujui perhitungan
penutupnya oleh badan Pemeriksa Keuangan agar dinyatakan

menjadi milik Negara (lampiran bukti P-103;

Menimbang, bahwa atas permohonan Balai Harta
Peninggalan Semarang agar harta kekayaan yang telah di-
kelola lebih dari 1/3 abad untuk dinyatakan menjadi milik
Hegara, telah mendapat persetujuan Mentri Hukum dan
Perundang-Undangan melalui Direktorat Jenderal Hukum dan
Perundang-Undangan dengan suratnya nomor: C.Um.21.10-786,
vang tembusannya Jjuga dikirim ke Pengadilan Hegeri

Semarang (lampiran bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 74 Instruksi
vntuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia jikalau hitung-
an  penutup itu telah diterima baik oleh Badan Pemeriksa

Keuangan, dan Hakim, atas permintaan, menetapkan barang-
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barang peninggalan itu menjadi milik Negara (yang pemilik-
an  itu berlaku tanpa biava), maka atas permintaan Hentri
Kehakiman, PBalai Harta Peninggalan menyerahkan barang-
barang peninggalan itu kepada Negara, dan sejaoh ity
merupakan wang tunai, menyerahkan kepada Kas Hegars
(L.N.1836-56, 1850-3 sesuai dengan catatan pada K.U.H
Perdata 1128);

Menimbang, bahwsa Balai Harta Feninggalan sebelum
menyerahkan menjadi milik Negara harus ada FPenetapan dari

Pengadilan Negeri;

Henimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan di atas dan alasan-alasan vang dikemukakan
dalam permohonan Pemohon dinilai berdasarkan peraturan
perundang-undangan maka permohonan Pemahon patut  dikabunl-

kan;

Hengingat pasal 1126 sampai dengan pasal 1129 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (B.#) jika ordonansi tanggal 5
Oktober 1872 Tentang U Instruksi untuk Balsej Harta Pening-
galan di Indonesia khususnya pasal 74, Instruksi Mentri
Kehakiman Republik Indonesia No. N.®1.HT.®5.18-Th. 1984
Tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan vang dikelola

oleh Balai Harta Peninggalan khususnya huruf ¢ dan d:

HENETAPKAN

1. Hengabulkan permohonan Pemohon;
Z. Menetapkan harta kekayaan tak terurus vangd terdiri dari

masing-masing sebagai berikut:
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- Hartinus Brives -----—_ Rp. 11.328.601,78
= R.ISnith Rluth ------- Rp. 1.355.481,88
- Rosalina Kluth --—e--- Fp. 120.022,71
- A.A. Rooden Burgh ----- Rp. 850.948,82

Jumlah seluruhnya Rp. 13.755.855,15

(Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima
puluh lima rupiah koma lima belas sen) dinyatakan
menjadi milik Negara;

3. Memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan Semarang
untuk segera menyerahkan harts kekavaan tak terurus
tersebut kepada Wegars melalui Kas Hegara;

4. Hembebankan kepada Pemohon untuk membayvar biava peckara

ini sebesar Rp. 124.0980,- (Seratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidarigan Fengadilan
Hegeri Semarang pada hari‘ SENIN, t;nggnl 22. Jannari 2001,
oleh kami NY.HJ. SUPARTI HADHYONO; SH, Hakim Pengadilan
Hegeri Semarang dan pada hari itu Juga diuecapkan dalan
sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh CUT
YUNIWATI, Panitera pada pengadilan Negeri - tersebut yang

dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTT, HAKIM TERSEBUT,

ttd, ttd.

CUT YUNIWATI NY.HJ. SUPARTI HADHYONO, SH.
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Eerincian biava:

- Administrasi ....... ... ... Rp. 55.000, -
- Panggilan ... ... Rp. 49 .800, -
= MEEIERY 0 s cscansenminssueieee e Rp. 6.000, -
= Wodaksl = smecse emevee e R Rp. 3.000, -

LT S e s e e Rp. 184 .00, -

Catatan:
Dicatat disini hahwf ni dbuat vyang
pertama diberitiﬁé. moh £ pada
tanggal 30 .;-_‘Tf-'
marang,
UNI S SULA

\\ Aczllal/ |@Pbl'&l.q.a¢|,n-
Biava turunan:
-~ Haterai ........... Rp. 6.000, -
-~ KASes ... Re. 2.000, -

JURIER  cesnsans Rp. 6.000, -
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ARALISA DATA

Berdasarkan dari beberapa data yang penulis peroleh
dan sudah yang terkumpul, maka penulis akan mencoba mem-

berikan analisanya, sebagai berikut:

Suatu warisan atau harta peninggalan itu adalah
dapat berups:
1. Barang/ benda;
2. Hak-hak atas svuatu benda atau tagihan atas piutang;
3. dan Kewajiban-kewajiban vyang meliputi: pembayvaran

hutang, hibah, wasiat dan beban lainnya misalnya gadai.

Apabila di saat  terbukanya warisan atan harta
peninggalan tersebut, ternyata tidak ada seorang waris
yang menuntutnya, atau semua waris vang dikenal menolak
untuk menerimanya, maka warisan atam harta peninggalan
tersebut ' dinyatakan sebagai harta peninggalan vang ter-

urus,

Jadi faktor-faktor yang menyebabkan suatu warissn
atau harta peninggalan dinyatakan sebagai harta peninggal -
an tak terurus adalah, spabila:

1. Tidak hadir atau tidak diketahuinya ahli waris.

2. Ahli waris semuanya menolak untuk menerima warisan.

Terhadap harta peninggalan tak terurus tersebuat,
undang-undang menentqkan dan menunjuk suatu lembaga He-
gara, yaitu Balai Harta Peninggalan sebagai unit pelaksana
dan penyelenggara atas pengurusan dan penyelesaian harta

peninggalan tersebut.
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Dalam hal pengurusan dan penyelesaian tersebut,
Balai Harta Peninggalan diberikan suatu batasan wahktu,
Dimana batasan waktu tersebut adalah apabila dalam waktu 3
(tiga) tahun sejak terbukanya warisan tidak ada seorang
waris yang menampakkan diri, maka harta peninggalan tak
terurus tersebut dilakukan penghitungan penutup kepads
Badan Pemeriksa FKeuangan setiap tahun selama 30 (tiga
puluh) tahun sejak hari terbukanysa warisan. HNamun harta
peninggalan tersebut masih tetap dalam pengawasan Balai

Harta Peninggalan.

Apabila sebelum lewatnya waktu 30 (tiga puluh)
tahun tersebut ahli waris menampakkan diri, maka Balsi
Harta peninggalan harus menverahkan kepada waris yvang

berhak menerimanya.

Hamun apabila Setelah lewat waktu tiga tahun, sejak
terbukanya warisan tidak juga seorangpun. yang wmemajukan
diri sebagai waris, maka Mentri Kehakiman dan Hak Asasi
manusia Republik Indonesis akan wmengeluarkan surat perin-
tah penyerahan ‘harta peninggalan tak terurus tersebut
sebagai kekayaan milik negara kepada kantor Kas HNegara,
dan mengenai pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada

negara.



BAB V
P ENUTUP

&. Kesimpulan

proses

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul dalam

penelitian ini penulis dapat simpulkan sebagai

berikut:

1. Bahwa Harta Peninggalan tak terurus itu timbul

karena pada saat terbukanya warisan atau harta

peninggalan tersebut ternyata ;

a.

b.

Tidak adanya seorang pun yang menuntutnya
Ahli waris yang terkenal semuanya menolak harts

peninggalan tersecbut.,

dalam undang-undang telah ditentukan vaitu ;

Di dalam pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata bahwa apabila terbuka suatu warisan,
tidak ada seorang pun yang menuntutnya, atau
apsbila semua waris yang terkenal menolaknya,
maka warisan tersebbut dianggap sebagai tak
terurus.

Terhadap harta peninggalan tak terurus tersebut,
maka sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1127
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Balai Harta
Peninggalan (BHP) diwajibkan melakukan pengurusan
terhadap harta peninggalan tak terurus tersebut.

Tindakan pengurusan tersebut adalah meliputi ;:

49
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1}. Melakukan penyegelan terhadap harta peningga-
lan tersebut, apabila dianggap perlu;

2). Melakukan pendaftaran surat-surat, pencatatan
budel dan melakukan pemanggilan terhadap pars
pihak yang berkepentingan dengan harta terse-
but,

3). Serta melakukan penyelesaiannya yaitu dengan

melakukan penghitungan penutup.

¢. Dan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1129
Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa apabila
setelah lewat” waktu 3 (tiga) . tahun terhitung
sejak terbukanyva warisan, tidak seorang waris pun
memajukan diri, maka penghittngan penutup harus
dilakukan kepada negara, sedangkan negara akan
berkuasa sementara atas h#rta peninggalan tak

terurus tersebut.

Bahwa maksud daripada pernyataan negara berkuasa
sementara atas harta peninggalan tak terurus
tersebut sebagaimana ditentukan di dala pasal 1129
Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah apabila
sebelum lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak
terbukanya warisan tersebut ternyata ahli waris
menampakkan diri, maka ahli waris tersebut tetap
berhak menerima warisan tersebut dan negara wajib

menyerahkan kepada ahli waris tersebut .
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4, Apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun
ternyata tidak ada ahli waris yang menampakkan diri
4uga, maka hereditas petitio yaltu hak gugat ahli
waris hapus karena daluwarsa. Dan dalam hal ini
negara berperan sebagal penguasa atau pemiliknya,
dan harta peninggalan tersebut mendadl kekayaan
milik negara yang harus diserahkan kepada kantor Kas
Negara berdasarkan surat perintah dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dan mengenai pengelolaan harta peninggalan tak
terurus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada negars
dengan berdasarkan pada pasal 383 rayat =3 Undang-
Undang Dasar 1945. vang menyatakan:

“Bumi dan air dan kekavaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

aehesar-basar kemakmuran rakyat’.

Saran-saran

Dengan telah selesainya penulisan karya ilmiah
ini penulis berharap dan memberl saran, Semoga karya
ilmiah dengan Jjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL
1129 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BATAS
WAKTU PENGUASAAN NEGARA TERHADAP HARTA PENINGGALAN TAK
TERURUS" ' ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan

penulis membarikan saran sebagail berikut:
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- Menghimbau hendaknya para pihak yang mempunyai

permasalahan yang merupakan ruang lingkup kewenangan
Balai Harta Peninggalan dapat menyelesaikan permasa-
lahannya tersebut dengan Balai Harta Peninggalan
(BHP)selaku lembaga negara vang berwenang menangani

masalah tersebut.

. Menghimbau dan berharap kepada Balai Harta Pening-

galan (BHP) untuk dapat melaksanakan tugas dan

kewenapgannya dengan 49n bertanggung Jawab
h'dipercayakan oleh

masvarak . ~képada i p bs iinggalan (BHP)

(=5
UNISSULA
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bimbingan penulisan hukum lebib lanjut; .

FAKULTAS
MUKUM

Catatan : .
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1. Bagian Pengajaran FH

2. Dosen Pembimbing

3. Dosen Pembantu Pembimbing

4. Dosen Wal
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DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH

JI. Taman Menteri Socpeno No.2 Telepon 8414205
SEMARANG

Nomaor
Sifal

Lampiran :

Perihal

Semarang, 31 liai 2001.

Kepada Yth,

Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
ljin Penelitian JI. Pemuda Nomor 132
Semarang

070/ }mgi./ V/2001.

Membaca surat PD I Fak., Hulum Unissula Semarang nomor 290/3.1/
SA-H/V/2001 tangml 22 Mei 2004Smalksud Sdr. FUR AALIYAN akan mengudaxan pe
nelitian tontans ¢ " TINTAUAN YURIDIS. Q' uIlADAP PASAL 1129 KITAB UDOC -
UNDANG HUKUN PIoDATA ISHRGIe BAT S A R 0iCUASAAT oLl ATA8 LU 70 -
NINCGCALAN TAX TRAUMUS ™y wintdulcleicsipsd

Lokagi 1 Kota Senmarang
Hajcty t 1 Juni g/d 1 Sept 2001
Penanggung jasab t Harsiyem. Si

Dengan ini kami menyatakan. tidak keberatan untuk
diberikan ijin_ Riset [/ Survey'/ Penelitian kepada pihak yang
berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku,

Setelah yang bersangkutan menyelésaikan Tesis / Skripsi
/ Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat
- lambalnya 1 (salu} bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA
Fropinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata
tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.
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PEMERINTAH PROPINS! JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pamuda Mo, 127 - 133 Telp. 515591 - 515582 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail ; bppdjlg @ indosal.nel.id
Semarang

Semarang, 31 Mei 2001

Kepada Yih. :

or 1 R/ 2483/F/V/ 2001
diran @ ] (salu) lembar.
al ¢ Pemberitahuan ten tang
Pelaksanasn Research ! Yalikota Semarang...

Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research [ Survey BAPPEDA Jawa Tengah. tangaal
511"1'312{:'”1 Nenior : R?"}LEEIF‘; v/ 2001

........................................... dengan

hormat kami memberitahukan dalam Wilayalh Saudaraalan dilaksanakan Research / Surveu

alas nama :

. MUR AWMALIYAH

e R Ly T

EiEFRRARER s L AN EEE R rR e

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (tetlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,

sesual dengan ketentuan yang berlaku.

AN, GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Lithang
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PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

e — =

SURAT REKOMENDASI RESEARCH /SURVEY
Nomor : R /2483/B/V/ 2001

DASAR . surat Gubernur Propinsi J: I
: pinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor -
Bappemda/345/VIll/72. ’ = . e

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

gl .31..1ie8...2009. ..o 0. 070 P g, P ALY B0 | RN
2, EUME%HJDERMFHUI‘TIS?ULA;!
tgl. 1"!&12{}(}1 oo niOmor 299/ B A/SA=H/V/ 2001 .

Yang berlanda-tangan di bawah ini Kelua Badan Perencanaon P '

q e ang G 2 1 Pembangunan Daerah
IBHPP[-:[’}.:%‘J Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menvatakan
TIDM’«E KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilavah Propinsi Jawa Tengah
yang dilaksanakan oleh :

1. Nama . NUR AMALIYAH
2. Pekerjaan . Mahasdiswi
3. Alamat . J1, Purwoyoso II no, 1 Bt G3/XII Semarang
4. Penanggungjawab : ¢ Marsiyem, SH
9. Maksud tujuan * Penelitian untuk skripsi berjudul :
rescarch/survey  TINJAUAN YURIDIS TRRHADAP FASAL 1129 XUH. PLRDATA
TERTANG. BATAS WiKTU PEIGUASAAN RUGARA ATAS 1aRTS
PEHINGCALAN. TAK. TEAURUS B
| KOTA SEMARANG
6. Lokasi :

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

¢. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa
Tengah.

Sural Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
Juni s/d 1 Sept 2001

Dikeluartkandi : SEMARANG

ERGsmnmdr detemg BN, An.  GUBERNUR JAWA TENGAH
Kapolda Jawa Tengah —KE‘IU A BAPPEDA
Kadit Sospol Pemerinlah Propinsi Jawa Tengah ‘,a‘—l—";]a' S U.B.
Bupat/Walikotamadia ... SEMATANE............. a:;’f*'--:j;i___h E)I\E?;.,_J"{'!_TBQNG
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI HARTA PENINGGALAN
Jalan Hanoman No. 25 Telp. 7604296
Semarang

STRAT KETERANG AN,

HDEDI‘ H wg.cagﬂm.m.‘lﬂ - 4-42'

Balai Harta Peninggalan Semarang dengan ini menerangkan sebagal
berikut 3

Nama t NUR AMALIYAH,
Fekerjaan + MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )
SEMARANG ,

NIM/NIRM;: 05,99.5164,
Jurusan 3 ILMJ HUKUM,
Alamat t JL. PURWOY0SO II' No,1 BT.0% SEMARANG,

telah benar-benar melaksanakan survey / research di Balei Harta Peninggalan
Semarang sejak tanggal 18 Juni 2001 sampal dengan tanggal 17 Juli 2001 dalam
rangks penyusunan skripei tingkat sarjana dalam 1lma hukum dengan jJudul 1
" TINJAUAN YUHIDIS' TERHADAP PASAL 1129 EITAB UNDANG-UNDAIG HUKUM PERDATA TEN-
TANG BATAS WAKTU PENGUASAAN NEGARA ATAS HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS,"
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai-
mana mestinya dan kepada yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan hasil pe—
nelitian atau rieet sebanyak 1 ( satu ) eksemplar kepada Balai Earta Pening-
galan Semarang,

Dikeluarkan dif t SEMAR A NG,
Fada tanggal 1 18 JULI 2001,

BALAT HARTA PENINGGALAN SEMARANG,
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